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RINGKASAN

Dana desa merupakan dana yang berasal dari keuangan negara dalam bentuk APBN. Adapun
Keuangan Desa yang dikelola secara detail dengan memperhatikan transparansi, partisipasi
serta melihat dari sisi akuntabilitas dan tertib. Anggaran Dana Desa di Desa Bereng Berkawat
dari segi peningkatan pembangunan infrastruktur masih kurang Efektif, hal tersebut terjadi
karena tidak adanya Ketransparansian Aparatur Desa Tentang Anggaran Dana Desa. Selain
daripada itu, kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan Anggaran Dana Desa
juga menjadi faktor utama mengapa pembangunan di Desa Bereng Berkawat jadi kurang
efektif. Baik jika dikelola bersama bermasyarakat. Pembangunan, infrastruktur realisasi
penggunaan dana melalui desa tidak sesuai yang dengan seharusnya, pembangunan dimana
dilakukan itu asal jadi tanpa memperhatikan kualitas,pelaksanaan pekerjaan yang ada
sehingga menjadikan pertanyaan bagi masyarakat di desa Bereng Berkawat. Metode peneliti
kualitatif yang didampingi bersama observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti dapat
menganalisis suatu maasalah atau fenomena yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil pengelolaan, dilihat dari pertemuan desa yang dilakukan perangkat
desa dan tim penggerak alokasi uang desa masih kurang efektif, diimana dalam kegiiatan
musrembang partiisipasi masyarakat masih rendah, dikarenakan kurangnya masyarakat
datang, semuanya sudah ditentukan oleh orang desa, desa secara sendiri, dan kurangnya
transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa Bereng Berkawat untuk warga
desa Bereng Berkawat.

(Kata Kunci; Efektivitas,. Pengelolaan,desa Bereng Berkawat)



Bab I

Pendahuluan
1.1.Latar Belakang
Dana Desa diberikan melalui transfer Anggaran Belanja

Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran tersebut diperuntukkan

dalam proses pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, Pembangunan

Infrastruktur serta Masyarakat yang Pemberdayaan. Pengalokasian

uang,yang Efektif mempunyai peran untuk melaksanakan bagian

dalam peningkatan ,ekonomi warga desa.
Sesuai yang Peraturan. yang dikeluarkan oleh Pemerintah

No. 60 Tahun 2014 mengenai uang desa berasal dari peroleh dan

belanja negara mengeluarkan bahwa uang desa perlu dianggarkan

harus adil seimbang dengan:

a. Alokasi dasar, dan

b. Alokasi dengan memperhitungkan sesuai dengan total warga,
Tingkat kemiskinan, luas tempat, dan letak geografis desa per
kabupaten/kota.

Selanjutnya adanya dana bisa mencapai tujuan yaitu agar desa
dapat mandiri dimana:

a. Desa dapat dijadikan sebagai subyek yang selalu memberi manfaat
untuk kesejahteraan masyarakatnya. Desa yang berperan sebagai
suatu komponen untuk selalu menggerakan dan mengembangkan
nilai kebersamaan agar bisa mengembangkan aset lokal.

b. Desa juga dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dari segala
kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat dengan menyediakan

lumbung pangan, gotong royong, serta pelayanan yang memuaskan.



Pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri. No. 113 tahun 2014
tentang kelola uang desa merupakan kemajuan dari kegiatan. merencanakan,.
pelaksanaan, penata usaha, laporan, pertanggungjawaban.,pembinaan .juga
pengawasan keuangan desa. Adapun masalah keuangan. desa yang diproses secara
detail dengan memperhatikan transparansi, partisipasi serta melihat dari sisi
akuntabilitas dan tertib. Pemerintah berusaha agar dapat mewujudkan kehidupan
bagi masyarakat Desa yang sejahtera dengan adanya kebijakan serasi dengan UU.
No. 6 tahun 2014 tentang desa.

Menurut Harning (2016:59) terdapat faktor perlambat kelola uang desa yakni
adanya aturan yang belum baku, kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta
keterlambatan dari pencairan Dana Desa, dan kurangnya partisipan. dari
masyarakat.

Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Bereng Berkawat dilihat
dari segi pemanfaatannya masih kurang efektif. Anggaran Dana Desa seharusnya
digunakan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan masyarakat dalam terciptanya
kesejahteraan di Desa Bereng Berkawat. Salah satu yang melandasi dari
pengelolaan Dana Desa diharapkan setiap Desa kedepannya mampu untuk
mengatur dan membangun masyarakat menjadi lebih baik. PengalokasianAnggaran
Dana Desa diperlukannya keterlibatan dari berbagai macam pihak baik dari
Aparatur Desa maupun masyarakat dalam setiap tahap pengalokasian Anggaran
Dana Desa. Transparansi aparatur Desa juga berperan penting dalam
mengembangkan kemajuan masyarakat Desa Bereng Berkawat agar memiliki
potensi seperti yang diharapkan dari program pemerintah.

Anggaran Dana Desa di Desa Bereng Berkawat dari segi peningkatan

pembangunan infrastruktur masih kurang Efektif, hal tersebut terjadi karena tidak



adanya Ketransparansian Aparatur Desa Tentang Anggaran Dana Desa. Selain
daripada itu, kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan Anggaran
Dana Desa juga menjadi faktor utama mengapa pembangunan di Desa Bereng
Berkawat jadi kurang Efektif. Jika.diproses dengan.bijak, maka bertembung bagus
juga buat keberlangsungan hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang,terlaksana dari uang desa tidak pantas
dengan penggunaan semestinya,. mana bangunan yang dilaksanakan itu asal buat
tanpa menelik minimum kerja yang ada, lalu membuat pertanyaan bagi warga di
desa Bereng Berkawat. Lalu hal itu pula penulis menjadi penasaran untuk membuat
penelitian dengan tajuk: “Efektivitas penggunaan Anggaran Uang desa dalam
membangun infrastruktur di desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai‘.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.3.2 Bagaimana efektivitas kelola anggaran wuang desa dalam
Meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa Bereng Berkawat
kecamatan Beduai?

2.3.2 Faktor penghambat efektivitas kelola anggaran dana desa dalam
meningkatkan membangun infrastruktur di desa Bereng Berkawat

kecamatan Beduai?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk menyadari ke efektivitas kelolaan wuang desa dalam
pembangunan infrastruktur di desa Bereng Berkawat kecamatan Beduai
kabupaten Sanggau.

1.3.2 Untuk mengetahui faktor penghambat keberhasilan kelola anggaran
uang desa di dalam meningkatkan membangun Infrastruktur di desa

Bereng Berkawat kecamatan Beduai.



1.4 Manfaat Telitian
1.4.1 Manfaat teoritis
Penulis bisa menambah ilmu dan dapat mengadu, teori yang didapat
selama kuliah dengan dilaksanakan sebagai penulis sumber yang berkenaan
dengan efektivitas. pengelolaan anggaran uang desa dalam menumbuhkan

bangunan infrastruktur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bisa memberi tahu dan sumbangsih terkhusus untuk aparatur Desa Bereng Berkawat
dalam penentuan kebijakan pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam bidang pembangunan

infrastruktur
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